
BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR @! TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang
Bantuan KeuanganKepada Partai Politik:

b. bahwa bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten diberikan
kepada Partai Politik di Kabupaten yang mendapat kursi
di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi
Rawas Utara,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Musi Rawas Utara tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ),

2. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas
Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189 ):
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246),

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012,
Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5316),

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5429),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan, Peraturan
Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang pemilihan Gubernur,Bupati, danWalikota,

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor

4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 tentang Perubahan
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Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5351),
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2014

tentang tata cara perhitungan, pengganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengajuan,
penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban
penggunaan bantuan keuangan partai politik
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2014 tentang tata cara penghitungan, pengganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
pengajuan,penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban
penggunaan bantuan keuangan partai politik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6):

10 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun
2016 nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1

Tahun 2019 tentang, Perubahan Atas Peraturan Dacrah
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2019 Nomor 1),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas Utara

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat
DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
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5. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Partai Politik yang mendapat kursi diDewanPerwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara hasil

Pemilu Legislatif Tahun 2019 yang perhitungannya
berdasarkan jumlah perolehan suara.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

7.Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya

disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus
Partai Politik ditingkat Kabupaten yang ditetapkan
berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang
atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan

Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II
PEMBERIAN DAN PENETAPAN
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal2
UU) Bantuan Keuangan Partai Politik diberikan oleh

Pemerintah Kabupaten setiap Tahunnya
(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah Partai Politik ditingkat Kabupaten yang
mendapat kursi di DPRD Kabupaten Pemilu Legislatif
Tahun 2019

(3).Besarnya Nilai Bantuan Keuangan yang diberikan
kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) perhitungannya berdasarkan pada jumlah
perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten
Tahun 2019.

(4) Jumlah Perolehan suara hasil Pemilu Legislatif
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didasarkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan
oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Utara.

Pasal3
Tata cara Penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut

a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik
yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari
APBD Kabupaten Musi Rawas Utara adalah jumlah
bantuan APBD Kabupaten Tahun Anggaran
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sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara
hasil Pemilihan Umum Legislatif Periode sebelumnya
berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh
Komisi Pemilihan Umum, dan

b. Besarnya jumlah bantuan keuangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, adalah jumlah perolehan
suara hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019
dikalikan dengan nilai bantuan persuara.

Pasal4
(1) Format lampiran pertanggungjawaban bantuan

keuangan kepada Partai Politik sebagaimana
tercantum dalam lampiran II.

(2) Daftar penghitungan penetapan besarnya nilai
bantuan keuangan persuara dan daftar perhitungan
penetapan jumlah bantuan keuangan kepada Partai
Politik untuk setiap tahun / bulan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 sebagaimana tercantum
dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkandari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 5

(1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan
Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan
Pimpinan cabang Partai Politik, ditandatangani oleh
Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada
Bupati untuk Penyaluran Bantuan Keuangan ke
Rekening Kas Umum Partai Politik dengan
melampirkan perlengkapan Administrasi berupa:
a. Surat Keputusan DPD Partai Politik yang

menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai
Politik atau sebutan lainya yang dilegalisir oleh
ketua umum dan sekretaris Jendral DPP Partai
Politik atau sebutan lainnya :

b. Fotocopy Surat Keterangan NPWP Partai Politik:
c. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan hasil

perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil
Pemilihan Umum Legislatif Tingkat Kabupaten
tahun 2019 yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Utara,

d. Nomor rekening kas umum Partai Politik:
e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan

partai politik dengan mencantumkan besaran

paling sedikit 604 dari jumlah bantuan yang
diterima untuk pendidikan politik,

f. Laporan realisasi penerimaan dan pengunaan
bantuan keuangan yang bersumber dari APBD
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Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran
sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK, dan

g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan
bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-
Undangan apabila memberikan keterangan yang
tidak benar yang ditanda tangani ketua dan
sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas
materai dengan menggunakan kop surat partai
politik.

(2) Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (Tiga).

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas
Utara, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi
Rawas Utara.

BAB IV
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 6

(1) Verifikasi kelengkapan administrasi dilakukan oleh
tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan
permohonan bantuan keuangan partai politik.

(2) Penanggung jawab Tim verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten

(3) Keanggotaan Tim verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas
Utara, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara, Kepala BPKAD
Kabupaten Musi Rawas Utara, Inspektur Kabupaten
Musi Rawas Utara, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara.

(4) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 7

(1) Berita Acara hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi
Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
disampaikan oleh Tim verifikasi kepada Bupati dengan
melampirkan Kelengkapan Persyaratan Administrasi
Permohonan bantuan Keuangan Partai Politik sebagai
satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

(2) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan
Bupati ini.

3

6



BAB V
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

(1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum
Partai Politik dilaksanakan oleh pejabat penggelola
keuangan daerah atas persetujuan Bupati.

(2) Ketua Partai Politik atau sebutan lainnya
menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan
keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Bupati melalui penjabat
Penggelola Keuangan Daerah.

BAB VI
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

POLITIK
Pasal 9

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan
sebagai Dana penunjang Kegiatan Pendidikan Politik
paling sedikit 604 (Enam puluh persen) dan Operasional
Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau
sebutan lainnya.

Pasal 10

(1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud

dalam pasal 9 berkaitan dengan:

a.Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat
daiam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara,

b.Peningkatan partisipasi politik dan inisiatifmasyarakat
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara: dan

c.Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan
membangun karakter bangsa dalam memelihara
persatuan dan kesatuan Bangsa.

(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berkaitan dengan kegiatan :

a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar Berbangsa dan
Bernegara yaitu pancasila, UUD 1945, Bhineka
Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga
Negara Indonesia dalam membangun Etika dan

Budaya Politik.
(3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan
keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun
etika dan budaya sesuai dengan pancasila.
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Pasal 11

Kegiatan operasional sekretariat Dewan Pimpinan Cabang
Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10,
berkaitan dengan:
a. Administrasi umum,
b. Berlangganan dengan daya dan jasa,
c. Pemeliharaan data dan arsip, dan
d. Pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12
Partai Politik yang mendapatkan bantuan keuangan wajib
membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan
dan pengeluaran dana bantuan keuangan.

Pasal 13

(1) Partai politik yang mendapat bantuan keuangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 wajib membuat
laporan pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana
APBD Kabupaten secara berkala 1 (satu) tahun sekali
kepada BPK untuk diperiksa paling lambat 1 (satu)
bulan setelah Anggaran berakhir.

(2) Partai Politik wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran
keuangan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten
secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati
setelah diperiksa oleh BPK.

Pasal 14

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari
APBD Kabupaten dalam tahun anggaran yang sedang
berjalan sampai laporan pertanggungjawaban diterima
oleh Bupati.

Pasal 15

(I)Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai
Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten
Musi Rawas Utara hasil pemilu Tahun 2019 dihitung
secara proporsional berdasarkan rentang waktu
sampai dengan berakhirnya Masa Keanggotaan DPRD
Kabupaten hasil pemilu Tahun 2019 dalam 1 (satu)
Tahun anggaran.

2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai
Politik yangmendapatkan kursi di DPRD Kabupaten

8
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Sudah ditelaah

Musi Rawas Utara hasil pemilu 2019 dihitung secara
proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan
DPRD Kabupaten hasil pemilu tahun 2019 sampai dengan
sisa waktu Tahun Anggaran 2021.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi
Rawas Utara.

Sesuai dengan peraturan perundany-undangan
Kepafa Bagian Hukum

Serda Kah. Musi Rawas UC

“cv Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 29 Ju 2021

ROZALIL S.IP,
Pembina Tk.VIV.h

KIR L9ganan) Howon3 1 on (buram musi Rawas utara,a

Diundang di Muara
pada tanggal

SEKRETARIS D
KABUPATENMUS

, ALWI ROHAM

Rupit
2021

WAS UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR.8

DEVI SUHARTONI



Lampiran I
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara
Nomor Tahun 2021
Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

PARTAI

Tanggal tahun
Tim Verifikasi Kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai

Politik yang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara
Nomor
tahun tanggal Telah melaksanakan
verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan
Kepada partai Politik, Tim Menyatakan bahwa Partai
Telah memenuhi persyaratan Untuk mendapatkan bantuan keuangan
dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang didasarkan pada hasil
perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten
Musi Rawas Utara hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019
sebanyak suara sah X Rp zRp

Demikianlah Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
Keuangan kepada Partai Ini dibuat, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PARTAI POLITIK

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
AnggotaN

D
PO

N
,

m
am

M
M
A

,

Sudah ditelaah Jeuran MUSI RAWAS UTARA,A/
sesuai dengan peruturan perundang-un tah

Kepala Bagian Hukum

Serda Kab. Musi Rawas tu
|ROZALI. S.IP. DEVI SUHARTONI

Pembina Tk.I/IX.h
NIP. 19641011 198603 1 Yot

5.



Lampiran II
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara
Nomor Tahun 2021 Tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

FORMAT LAMPIRAN PERTANGGUNG JAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

TAHUN ANGGARAN
Laporan pertanggungjawaban pencrimaan dan pengeluaran bantuan
keuangan Partai Politik sebesar Rp yang telah diperiksa
Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal
bulan
berikut :

tahun sebagai

NO JENIS PENGELUARAN JENIS
KEGIATAN

VOLUME
KEGIATAN

REALISASI
(Rp) KET

1 2 3
A. |PENDIDIKAN POLITIK

a. Seminar
b. Lokakarya
c. Dialog Iteraktif
d. Sarasehan, dan
e. Workshop

OPERASIONAL,SEKRETARIAT
1. Administrasi Umum:
a. Keperluan ATK
b. Rapat Internal Sekretariat
Cc. Ongkos Perjalanan Dinas

Dalam rangka
mendukung kegiatan
operasional sekretariat
Langganan Daya dan
Jasa:
Telepon dan Listrik
Air Minum
Jasa Pos dan Giro
Surat Menyurat

. Pemeliharaan Data dan
Arsip.

»|
oj
o

op

. Pemeliharaan Peralatan
Kantor.

Cc SALDO Rp
Mengetahui :

KETUA UMUM/ KETUA

Sudah ditelaah
Sesuai denyan peraturan perandang-undanyan

Kepala Bapian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Utura,

»

ROZALI, S.1p,
Pembina TkA/IV.p

NIP. 19641011 192602 1 Kue

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

( )

Apvpari
MUSI RAWAS UTARA, PA

— —.e.

| DEVI SUHARTONI

2.

1



 

'
:

,
La
m
pi
ra
n
II
I

'
PE

RA
TU

RA
N
BU

PA
TI

M
U
SI

RA
W
AS

U
TA

RA
N
om

or
:

20
21

TE
N
TA

N
G

PE
D
O
M
AN

TA
TA

CA
RA

PE
N
G
H
IT
U
N
G
AN

,P
EN

G
AN

G
G
AR

AN
D
AL
AM

AN
G
G
AR

AN
PE

N
D
AP

AT
AN

D
AN

BE
LA
N
JA

D
AE

RA
H
PE

N
G
AJ
U
AN

,
PE

N
YA

LU
RA

N
D
AN

LA
PO

RA
N

PE
RT

AN
G
G
U
N
G
JA
W
AB

AN
PE

N
G
G
U
N
AA

N
BA

N
TU

AN
KE

U
AN

G
AN

PA
RT

AI
PO

LI
TI
K

D
AF
TA

R
PE

N
G
H
IT
U
N
G
AN

PE
N
ET
AP

AN
JU
M
LA
H
BA

N
TU

AN
KE

U
AN

G
AN

KE
PA

D
A
PA

RT
AI

PO
LI
TI
K
YA

N
G
M
EN

D
AP

AT
KU

RS
I

D
ID
EW

AN
PE

RW
AK

IL
AN

RA
KY

AT
D
AE

RA
H
KA

BU
PA

TE
N
M
U
SI

RA
W
AS

U
TA

RA
H
AS

IL
PE

M
IL
U
LE
G
IS
LA
TI
F
TA

H
U
N

20
19

1
BU

PA
TI

M
U
SI

RA
W
AS

U
TA

RA
AN

/
Su

da
h
di
te
la
ah

se
ss

i d
en

ga
n
pe

ra
tu
ra
n
Pe

ru
nd

an
e-
un

da
n an
ga
n

Ke
pa

la
Ba

gi
an

Ru
ku
m

Se
td
a
Ka

b.
M
us
i
Ra

w
as

ra
n

“—
e—

Te
Pp
RO

zA
Li
, S

.IP
,

cm
bi
na
TK
.IV

b
N
TP
.
19

64
10

11
19

86
01

1
09

6

N
o

N
AM

A
PA

RT
AI

FO
LI
TI
K:
YA

N
G

M
EN

D
AP

AT
KU

RS
IH

AS
IL

JU
M
LA
H

BA
N
TU

AN
JU
M
LA
H
SU

AR
A

JU
M
LA
HB

AN
TU

AN

1
|
Pa

rt
ai
D
em

ok
ra
si
In
do

ne
si
a
Pe

rj
ua

ng
an

3.
73

7
15

.5
31

Rp
.

58
.0
39

.3
47

2
|
Pa

rt
ai

G
ol
on

ga
n
Ka

ry
a

3.
73

7
11

.3
98

Rp
.

42
.5
94

.3
26

3
|
Pa

rt
ai
D
em

ok
ra
t

3.
73

7
13

.7
38

Rp
.

51
.3
38

.9
06

4
|
Pa

rt
ai
Am

an
at

N
as
io
na

l
3.
73

7
7.
72

0
Rp

.
28

.8
49

.6
40

5
|
Pa

rt
ai
N
as
io
na

lD
em

ok
ra
t

3.
73

7
11

.7
77

Rp
.

44
.0
10

.6
49

6
|
Pa

rt
ai
Ke

ad
ila
n
Se
ja
ht
er
a

3.
73

7
8.
65

5
Rp

.
32

.3
43

.7
35

7
|
Pa

rt
ai
G
er
ak
an

In
do

ne
si
a
Ra

ya
3.
73

7
14

.2
86

Rp
.

53
.3
86

.7
82

8
|
Pa

rt
ai
H
at
i N

ur
an

i R
ak
ya
t

3.
73

7
9.
81

3
Rp

.
36

.6
71

.1
81

9
|
Pa

rt
ai
Bu

la
n
Bi
nt
an

g
3.
73

7
8.
71

1
Rp

.
32

.5
53

.0
07

10
|
Pa

rt
ai
Pe

rs
at
ua

n
Pe

m
ba

ng
un

an
3.
73

7
2.
94

3
Rp

.
10

.9
97

.9
91

11
|
Pa

rt
ai
Ke

ba
ng

ki
ta
n
Ba

ng
sa

3.
73

7
6.
88

7
Rp

.
25

.7
36

.7
19

JU
M
LA
H

11
1.
45

9
Rp

.4
16

.5
22

.2
83


